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PERATURAN DAERAH PROVINS' FALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUM 2008
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAYN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa barang milik daerah sctagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan pe noangunan Daerah, maka barang milik Daerah perlu
dikalola dengan baik dan tertih agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam
rangka mendukung penyelenggaraan Jtonomi Daerah

bahwa dalam rangka pengamanan barangz milik Daerah, perlu dilakukan pemantapan
administrasi pengelolaan secara prosc dural dan profesional;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor
06 Ta'un 2006 tentang Pengetolaan baivag milik Negara/Daerah harus diatur dalam
Peratu-an Daerah:

bahva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf c. dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Undane-{ndang Nomor 235 Tahui 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah
ateront Irros insi Kalimantan Barat, Kelimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahun 1956 Ncmor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1106);

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nowor
3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 197% tentang Pokok-pokok Kepegawaian {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, [ambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

Undang-Undang Nomor 28 Sabun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kelusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75. Tambahan Lembaran “cgara Nomor 3813):

Undang-Undang Nomor 17 fahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 (ahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakvat Docrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Falan 2003 Nomor 92. Tarwahan ~.etabaran Negara Nomor 4310);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahua 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan :.embaran Negara Nomor 4355);

Undarg-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teniang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomer 4389):

Undavg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor [25:Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )
sevagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Und:ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Megara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negera Nomor 4548):

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2)J4 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Posat dan Pemerintahan Doerah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomeor
126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun [97] tentang Penjualan Kendaraan

Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967).

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakat atas Tanah.

. Peraturan  Pcmerintah  Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelotaan dan

Pertanggungjawaban Keuangi o Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
lLembaran Negara Nomor 40231,

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan

Barang Milik/Kekayaan Neg:ra dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tanun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 ahen 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578). .

. Peraturan Pemerintah Nowmor » Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4609).

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan antara Pemeriniah, [emerintahan Daerah Provinsi ,Pzmerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82;Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 20067 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741 ):

Peraturin Presiden Nomor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah

Negeri:

. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah
Negert.

. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan

Kendarain Perorangan Dinas;

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tanun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan 3elanja Daerah:

27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/lasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/lasa Pemerintih:

Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna
Abdul Fatah dan Drs. Yurnalis Naayvoh,M.M.sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan pengangkatan Drs.Yurnalis
Ngayoh, M M. sebagai Gubernur kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003-2008;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana

dan Prasarana Kerja Pemerintal-an Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Nepert Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintihan Daerah:

. Peraturan Menteri Dalam Neg:ri Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daetah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi

Manajemen Barang Daerah:

. Keputusan Menteri Dalam Negeri womor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Koede

Lokasi dan Nomor Kode Berang Daeral Provinsi/Kabupaten/Kota;

- Keputusan Memteri Dalarm Neeeri Nomor 133 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daeran yan @ ipisahkan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimanian Tunur Nomor 04 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Provin;. Kalimantan Timur,



Dengan Persetujuan R rsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan:

|
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Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pomerintah adalah Presiden Rl yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UU tahun 1945,

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaaan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kal:mantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah scbagai unsur penye enggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tirwr adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas clonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Megara Kesatuan Republik [ndonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kepata Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tanur,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi alimantan Timur selaku pengelola barang
milik Daerah.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Biro Umum dan  Perlengkapan adalah Riro I'num dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretartat Dazrah I'rovinsi Kalimantan Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah.

. Unit kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada

APBD yang terdiri Sekretariat Daerah. Sekre ariat DI'RD. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Kantor Pemerintah Daerah lainnya. =

. Pejabat yang berwenanz adalah Pejabat Pemerintal dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang

berwenang menerima dan mengawasi pengelolaan barang milik Daerah.
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. Pembantu Pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat

yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
di SKPD.

. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah sat ian Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna

untuk menggunakan barang milik daerah yang be ada dalam penguasaannya,

4, Pinjam Pakai adalah penycrahan penggunaan ba ang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Pusat dan antar Pemerintah Daerah dengan Penerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barng milik daerah oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dalam rangka peningkatan pen:rimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan
sumber pembayaan lamnva.

. Bangunan Guna Serah adaiah pemanfaatan ba-ang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu setelah diszpakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilirasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barung mil.k daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikit fasilitasnya dan setelah pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak hain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

disepakati.

. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor,

periengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan amas dan lain-lain barang yang memerlukan
standarisasi.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan bareng milik daerah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam hentuk uang.

. Tukar Menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah

vang dilakukan antara Pemerintah Daerah dergan Femerintah Pusat, antar Pemerintah Oaerah, atau
dari Pemerintah Daerah dengan pihak lainny: .nran menerima penggantian dalam bentuk barang,
sekurang-kurangnya dengan ntlai seimbang.

. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemeriniah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar

Pemerintah Daerah atau dari pemerintah Daerah kepada pih.ak lain tanpa memperoleh penggantian.

. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bada Usaha Milik Negara/daerah atau Badan
Hukum lainnya.

. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan vang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan

barang milik daerah sesuai ketentuan yang berfaku.

. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataar. pencatatan dan pelaporan hasil pendataan

barang milik daerah.

. Penilaian adalah suatu jrose: kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakia yang

obyektif dan relevan dengan mznggunakan metode/tesnis tertentu untuk memperoleh nilai barang
milik daerah.

. Daftar barang pengguna yang sclanjutn¥a disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang

yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
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Daftar barang Kuasa pengguna vang selanjutrya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasu peng: juna.

Barang Milik Daerah adalah semua barang vang dibe’i atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dart perolehan lainnya vang sah.

. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaiar kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang

meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, ponganggaran, standartsasi barang dan  harga,
pengadaan, penyimpanan, penvaluran, inventarisaci, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan,
pemanfaatan, perubahan status hukum sert: pen  ausahaannya.

. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang ke wenangan penggunaan barang milik Daerah.

. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawei yang diserabi tugas untuk mengurus Barang Daerah,

menerima, menyimpan. mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.

Rumah Daerah adalah rumah vang dimiliki ¢l:b Pemerintah yang ditempati oleh Pejabat tertentu
atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

Standarisasi Harga Berang adalah Pembakuan Harga Barang menurut jenis, spesifikasi scrta
kualitasnva.

. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang lalu dengan

keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan
Rarang Daerah yang akan datang.

Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan 'ntuk merumuskan rincian kebutuhan pada
perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan/atau pemeliharaan
Barang Daerah vang dituangkan dalam anggaran.

Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk mierumuskan penentuan kebutuhan Barang
Daerah dengan memperhatikan ilokasi anggaran yang tersedia.

Pengadaan adalah hegicten intuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan atau
Pemeliharaan Barang Daerah.

Penyimpanan adalah kegiatan uatuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang
persediaan di datam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.

. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain

yang ditunjuk ke unit kerja / satuan kerja pemakai.

. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara ber daya guna dan berhasif guna.

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pencendalian dalam pepgurusan barang daerah dalam
bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tir dakan upaya hukum,

Penghapusan adalah tindakan menghapus oarang milik daerah dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau
kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas

barang yang berada dalam penguasaannya.

Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemiiikan barang milik Daerah sebagai tindaklanjut dari
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal

Pemerintah Daerah, v
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MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelofaan barang milik daerah adalah untuk:

a.
b.

C.

Mengamankan barang Daerah;
Menyeragamkan langhah-langkah dan tindakan dalam nengelolaan barang milik Daerah;
Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik Daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk:

a.
b.
C.

Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan  Daerah;
Terwujudnya akuntabilita; dalam pengelolaan barang:
Terwujudnya pengelolaa harang milik daerah vang ter.io. efektif dan efisien.
BARB 111
KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang
barang milik Negara.

(1)
(2)

Pasal 5

Kepala Daerah mengatur pengelolaan barang milix Daerah.

Pendaftaran dan pencatatan barang Daerah di'akukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pa-al 6

Kepala Daerah schagai Pemegang Kekuawaan Pengelolaan Barang Daerah berwenang dan
bertanggung jawab atas pembinaan dan pefakssnaan pengelolaan barang Daerah.

Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Penuelolaan Barang Milik Daerah mempunyai
wewenang:

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Dacrah;

Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau remindihtanganan tanah dan bangunan;
Menetapkan kebijakan pengamanan barang m:'lik Darrah:

Mengajukan usul pemindah tanganan barang nilik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
Menvetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya,

Menyetujui usut pemanfaatan Barang Milil. TV wrah selain tanah dan/atau bangunan.

g. Menetapkan penjualan Barang Milik Daerah melalui pelelangan terbatas

o ap o

™"

Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu
oleh:
a.  Sekretaris Daerah:
b, Kepala Unit Kersa:
¢c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
d. Pengurus Barang: ”
Penyimpan Barang



(4) Sckretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daeralh

(3) Sekretaris Daerah selaku Pengelela Barang Milik Daeral berwenang dan bertanggung jawab:

d.

b.
c.
d

o

Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah;

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah
vang tetah disetujui oleh Gubernur atau DPRI1:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;

Melakukan penigawasan dan pengendalian ate s pengelolaan barang milik Daerah

(6) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik Da :rah, berwenang dan bertanggung jawab atas:

a.

Mengajukan RKBD dar RKPBD bagi SKPD yang dipimpinya kepada Gubernur melalui
Pengelola Barang;

Mengajukan permohonan penetapan ‘statts untuk penguasaan dan penggunaan barang miik
daerah yang diperoleh dari beban APBIN dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur

melalui Pengelola Barang:
Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

Menggunakan barang milik daeralh van. berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas pokok dan fungsi S'XPD) vang dipimpinnya;

Mengamankan dan memelihara barang mi'ix daer:h yang berada dalam penguasaannya;
Mengajukan usul pemindah tanganan barang mili< daerah berupa tanah dan/atau bangunan atas
persetujuan DPRD dan barang milik daerah sclan tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur
melalui Pengelola Barang;

Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dar fungsi SKPD yang dipimy innya kepada Gubernur melalui pengelola barang;
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya.

{7) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan sebaual Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat
Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelofaan barang milik Daerah yang ada pada SKI'D.

(8) Pengurus barang/penyimpan barang bertugas n.enerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta
mengurus barang milik Dacrah dalam pemakaian.

Pasal 7

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran
Pemerintah Provinsi dalam Fenyusunan Rancangan Angga-an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV .
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan Kebutuhan daa Penganggaran

Pasal 8

(1) Kepala Biro Umum dan Perlengeapan dibantu Unit Kerjuterkait meayusun:

d.

b.

Standar Sarana dan Prasaraa. Keria Pemerintahen Daorah;
Standarisasi harga.
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(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan peruadang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengelota menyusun Rencana Kebutuhan Baang [Maerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang d.sert.. dengan Rencana kebutuhan anggaran yang
dikimpun dari Rencana Kerja dan Anggarar (RKA) masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja sebagai
bahan penyvusunan Rancangan APBD.

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daer:h (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Daerah (RKPBD) sebagaimana dimak .ud pada ayat (1), berpedoman pada standar Barang
standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja Pemeritahan Daerah dan standar harga.

(3) Setelah APBD ditetapkan, Gubernur menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKFBD).

Bagisn Kedua
Penzadaan

Pasal 10

Pengadaan  barang milik  Daerah  ditaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip  efisien,  efektif,
transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabelitas.

Pasal 1}

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan
barang dan jasa Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(2) Gubernur dapat melimpahkan kepada Kepala Satian Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
membentuk panitia pengé daan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan sebaga mana dimaksud ayat (7} Kepala SKPD mengangkat Panitia.
Pasal 12
(1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengadaan barang vang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan
barang/iasa dilaksanakan oleh Pengelola. .

Pasal 13

(1) Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan c:ra pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat
sendiri dan swakelola.

(2) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah.

(3) Panitia pemeriksa harang/jasa Pemerintalt Dacrsh ditetapkan dengan keputusan Gubernur,

{4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan k:pada Kepala SKPD membentuk panitia Pemeriksa
Barang/jasa Pemerintalh Daerah.



Pelimpahan kewenangan sebagaimana dim aksud pada ayat (4) Kepala SKPD mengangkat Panitia.

—
L
—

(6) Panitia pemeriksa barang daerah bertugas muemeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang
yang diserahkan sesuai dengan persyaratan y.i g tertera dalam surat perintah kerja (SPK) dan/atau
kontrak/perjanjian dan dibuat berita acara penieriksaan /BAP).

(7} Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan
pada bagian keuangan

Pasal 14

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, - ang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh
Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Pengelola dilengka i dengan dokumen Pengadaan

Pasal 15

(1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar has'| Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14.

(2) Daftar Hasil Pengadaan sebag iimana dimaksud pada avat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan
APBD,

BAB Y
PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 16

(1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kowajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dar. suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada

Gubernur melalui Pengelola.

(2) Penerimaan Barang dan Jase dari pihak ketiza yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan
penverahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik Daerah.

(3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). dituangkan dalam
Jerita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.
(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2)ayat (3) dan ayat (),
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal i7

(1) Semua hasil pengadaan barang Daerah yang targerak diterima oleh Pengurus Barang atau
Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepale SKI'.»

(2) Pengurus Barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan barang milik
Daerah sesuai peraturan perundang-undahgan.



(4)

(0
(2)

Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus Barang/Penyimpan Barang bertanggung jawab atas
terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barat.g milik daerah sebagaimana dimaksud pada

avat (2}).
Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3} ditetapkan I=bih lanjut dengan Pzraturan Gubernur.

Pasal 18

Penerimaan barang vang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk,
dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengelola.

Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia
Pemeriksa Barang Daerah (PPBD).

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan setelah diperiksa instansi
teknis yang berwenang membuat Berita Acara Peimeriksaan.

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.

Pasal 19

Pengeluaran/penyaluran barang daeral oleh Pungurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah
Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-harang inventaris disertai dengan berita acara serah
terima dari Atasan langsung yang ditunjuk olen Kepala SKPD. '

Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan K:rja wa ib melaporkan stock atau sisa barang kepada
Gubernur melalui Pengelola.

BAB V1

PENGGUN. AN

Pasi 20
Status penggunaan barang milik Daerah un‘uk masir.g-masing SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Penetapan status penggunaan barang nilik Dnerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengguna barang melaporkan barang mii\ daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima

Kkepada Pengelola Barang disertai dengan vsut penpgunaan;

h. Pengelola barang mencliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada
Gubernur untuk ditetapkan status p:nggunaannya. -

Pasal 21

Barang milik Daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelaanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPD vang bersangkutan,



Pasal 22

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bar gunan dilakukan dengan ketentuan, bahwa tanah
dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan pcnyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna
barang dan/atau kuasa pengguna barang.

(2) Pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna 3arang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalut
Pengelola.

Pa.al 23

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak meaverihkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fuigsi instansi bersangkutan kepada Gubernur
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemelinaraay dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan/atau bangunan vyang tidak digunakan csiai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut
penetapan status penggunaannya.

BAD VI

PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria dan Bentnk Pemanfaatan

Pasal 24

(1) Pemanfaatan barang milik daerah herupa tanah dan/ztau bangunan yang tidak dipergunakan untuk
melaksanakan tugas pckok dan fungsi SKPD. dilaksanakan sleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.

(2) Pemanfaatan barang milik Dacrah sclain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang

Pasal 25
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang miltk Daerah berupa:
a. Scwa;
b. Pinjam Pakai;

¢. Kerja sama Pemanfaatan:
d. BGS dan BSG

Bagian Kedaa .
Sewa

Pasal 26

(1) Barang milik Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum dimanfaatkan
oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.

(2} Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemitikan.

(3) Penyewaan scbagaimana dimaksud patia ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah.



(4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling laina 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang,.

(5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyéwa yang sekurang-kurangnya

memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian:

b. Jenis. luas dan jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

¢. Tanggung jawab penyewa atas biava operas unal dan pemeliharaan selama jangka waktu

penyewaan:
d. Persyaratan lain yang dianggap perhu.

(6) Barang milik Daerah, baik bergerak maupun harang tidak bergerak selain disewakan dupat dipungut
retribusi atas pemanfaatan atau penggunaan brrang tersebut.

(7) Pemungutan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(&) [lasil penerimaan sewa dan retribusi disctor ke Kas Dacrah

Bagian Ketige
Pinjam Pakai

Pasal 27
(1} Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dip‘njam pakaikan.
2) Pinjam pakai hanya dapa’ diberikan kepada Instansi Pemerintah.
(3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum (memindah tingansan) kepemilikan barang Daerah.
(4} Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paiing lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak vang terikat dalam perjantiang
b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu
peminjaman;
d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian K cmpat
Kerjasama pemanfaatan

Pasal 28

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengs n pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah:
b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Passl 29

(1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah ailaksan ikan dengan bentuk:
a. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Da:reh atas tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubharnu.
b. Kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah dansitau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang: .
¢. Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah s2lin tanah dan/atau bangunan.



(2} Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(3) Kerjasama Pemanfaatun atas Barang Milik Daerah sebazaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 30

(1) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Dacrah di'aksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak tersedia a.au .idak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan, perbaikan yang diperlukan terhadap Barang

Milik Daerah dimaksud.
b. Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali Kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan

Penunjukan Langsung.

¢. Mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Daerah setiap
tahun selama janpka wakiu pengoperasian vang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan
hasil Kerjasama Pemanfaatan:

d. Besaran pembavaran kontribusi tetap dan pcmbagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan
ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditentuk oleh pejabat yang berwenang;

e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan
harus mendapat persetujuan Pengelola Baran 3

(2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tidak dapat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan Barang Milik Daerah yang menj: di obvek Kerjasama Pemanfaatan.

(4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paing lama 30 (tiga puluh) tahun sgjak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagisn Kelima
Bangun Guna Serah Jan Baugun Serah Guna

Pasal 31

(1) Bangun Guna Serah den Bangun Serah Guna Barang Mulik Daerah dapat dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikat:
a. Pemerintah Daersh memerlukan bangi.nan ' w fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan
untuk menyelenggarakan tugas pokok dan f.ingsi
b. Tanah dan atau bangunan milik pemerintah dacrah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada

Gubernur.
c. Tidak tersedia dana APBD untuk penvediaan bangunan dan fastlitas dimaksud.

(2) Tanah sebagaimana dimaksut pada ayat (i) hurnf b adalah tanah yang sudah mempunyai sertifikat.

(4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna “3arang Millk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan aleh Pengelola Barang setelal mendapat persetujuan Gubernur,

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pengeiola Baran: dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

-



Pasal 32

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah s:bagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scrah
dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Gubernw dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(1)

(4)

(3)

(6}

(7)

(8)

(H

Pasal 33

Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Banguu Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh} tahun sejak
perjanjian ditandatangani.

Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mit-a Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat,

Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka

waktu pengoperasian harus memenuhi kewajitan sebagai berikut:
a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan

berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibcntuk cleh pejabat yang berwenang,

b. Tidak menjaminkan. menggadaikan atau memincahtangankan objek Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna:

c. Memelihara objek Bangun (Guna Serah dan Rangur ~serah Guna.

Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagiar Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsun«a untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan daerah.

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gun.. dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian:

b. Objek Bangun Guna Serah dan Bangur Serah Guna;

c. Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Banaun serah Guna;

d. Huak dan kewajiban para pil:ak yang terika. -lalam perjanjian;
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Gun: Serah uan Bangun Serah Guna harus di atas namakan
Pemerintah Daerah.

Biava persiapan pelaksinaan BGS dan BSG yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman,
penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam APBD.

Biaya persiapan (Penyusunan MOLU, Surat Perjanjian/Katrak aan lain sebagainya) dan pelaksanaan
Bangun Guna Serah ¢an Bangun Serah Guna tidak capat dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 34

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah ham: menyerahkan objek Bangun Guna Serah
kepada Gubernur pada rkhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pengawasan fungsional Femerintah.

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanaken dengan ketentuun sebagai berikut:
2. Mitra Bangun Serah Guni. harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur

segera sctelah selesatnya pembangunan;

b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakar Barang Milik Daerah tersebut sesuat jangka
waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian:

¢ Sctelah jangka waktu pendayagunaan berakhir. objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit
oleh aparat pengawasan fungsiongl pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh
Gubernur.
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BAT3 VIII
PENGAMANAN DAN PEMLTHARAAN

Bagian I’ :rtaiia
Pengamanan

Pasa' 33

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuoasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanny.i.

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

Pengamanan administrasi meliputi kenziatar  pembukuan, inventarisasi, peluporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan:

Pengamanan fisik untuk mencegah terjrdinya penurunan fungsi barang, penurinan jumlah
barang dan hilangnya barang;

Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukar. dengan cara pemagaran dan pemasangan
tanda batas, sefain tanah dan bangunan dilakukan dergaa cara penyimpanan dan pemeliharaan;
Pengamanan hukura antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 36

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
Pemerintah Daerah.

_
12
o

Barang Milik Dacrah selain ta:zah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemiiikan

atas nama Pemerintah Doerah.

(4) Barang Daerah vang digunakai. untuk melayani kepe ‘tingan umum dilarang digadaikan, dibebani
hak tanggungan dan/atan dipird- h tangankan.

Pasal 37

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Dazrah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 38

Barang milik Pemerintah Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .

Pasil 30

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terh: dap:

a. Rarang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga.

b. Barang mitik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas
Pemerintahan Daerah.
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Pasal 40

Tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah
dimaksud apabila dalam kirun waktu 5 (lima) tahun sgjak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 4]

(1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Peigguna Barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan barang milik Dacrah yang ada di bawah penguasaannya.

(2} Pemeliharaan sebagaimana limaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (DKPBY.

(3) Biaya pemeliharaan Barang M.lik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Pasal 12

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang waji membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang
berada dalam kewenangannya dan melaporkan iaftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada
pengelola secara berkala.

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimara dimaksud pada  ayat (1) dan menyusun daftar
hasil pemeliharaan barang yeng dilakukan da'am 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk
melakukan evaluasi mengenai pemeliharaan Bararg Milik Daerah dan sebagai lampiran perhitungan
anggaran tahun yang bersangkutan.

Pas::i 43

(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daer:h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan
cleh Kepala SKPD berdasarkan Dokumen Ang garan SKPD.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimani dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar
Kebutithan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPID)

Pasal 44

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan‘a.au barang lainnya yang merupakan peninggalan
budaya yang dimiliki olch Pemerintah Daerah maup'in Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara
oleh Pemerintah Daerah. .

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana di vaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari
APBD atau sumber lain yang sah.



Pasal 45

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB 'X
PENILAIAN

Pasal 46
Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Daerah, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik Daerah

Pasi 47
Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pa-al 48
(1) Penilaian Barang Milik Dacrah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau

pemindah tanganan dilakukan oleh Tim yang diterapkan oleh Kepala Daerah, dan dapat melibatkan

Penilai independent yang bersertifikat dibidang perilaie: asct yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah scbagaimana dirassud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi meng zura<an NJOP dan harga pasaran umum.

(3) Penilaian barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan
oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai .ndependen .

(4) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana diinaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

BB X
PENGHAPUSAN
Pasal 49
(1) Penghapusan Barang Milik Daerah mehiputs:
a. Penghapusan dart Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna.

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik Daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik Daerah
sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atai xarena sebab-sebab lain.
Pasal 50

(1) Penghapusan sebagaimana din.ksud ddlam Pasal 4% ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Gubernur atas usul pengguna.
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(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Disal 49 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan surat

(n

3)

{4)

keputusan penghapusan dari nengelola barany atas nama Gubernur setelah mendapat persetujuan
Gubernur.

Pascal 51

Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak l.njut pemusnahan dilakukan apabila barang milik
Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidah dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah
tangankan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan Pe rundang-undangan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di'rksanakan oleh Pengguna Barang dengan surat
keputusan dari Pengelola Barang atas nama Gubern ir.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaks:id peda ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan
dilaporkan kepada Gubernur.

BAB X'

PEMINDA TANGANAN

Bagian Pertama
Penjualan/P.:nghapusan Kenderaan Dinas

Pasal 52

Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/ hilang/mati, tidak sesuai
dengan perkembangan teknologi. berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan,
rerkena planclogi kota dan tidak efisien lagi dihapus dari daftar inventaris.

Seliap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah
mendapat persetujuan DPRD.

b. Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanain dan atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD ve it

_ Sudah tidak se-iei dengan tata ruang wilayah/=enataan kona,

- Harus dihapuskan karena anggaran patuk bangunan pengganti sudah Disediakan dalam
dokuimen penganggaran’

- Diperuntukkan bagi peuawal negeri

- Diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- Dikuasai negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis

b. Pemindah tanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupich} ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sctelah
mendapat persetujuan DPRD. .

¢. Pemindah tanganan barang milik Daerah sclain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampal
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Gubernur.

Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan
melalus

d. Penjualan/pelelangan:

e. Ruislag /tukar menukar:

f. Hibai:

g Penyertaan Modal Pemcrintaly Daefah.

Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenutnya kepada Kas Daerah.



(5) Tata cara penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

Pasat 53

(1) Kendaraan Dinas yang Jlapat dthapuskan terdiri dari :
a. Kendaraan Perorangan Dinas.
b. Kendaraan Dinas Operasional.
¢. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

(2) Penetapan kendaraan Jinas sebagaimana dimaksud padc ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang berumur 3
(lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah atau | {satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan
setelah masa jabatanuya veraknir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kesempatan untuk membeli k:idaraan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) hanya ! (satu) kali,
kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Daerah.

Pasal 55

(1) Kendaraan Dinas Operasionai yang berumur 5 ('ima) tahun atau yang karena rusak dan/atau tidak
efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus, dijual dan/atau dilelang kepada Pegawai Negeri Sipil
yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebageimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali
memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 56

(1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapargan setagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf ¢
yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau karena vusak.

(2) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khusu+/Lapa>gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf ¢ dilakukan melatui pelelangan yang diteta;kan d=ngan Keputusan Gubernur.

(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendataan diras operasional khusus/lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf ¢ sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas.



Pasal 57

(1) Pelaksanaan penjualan lendaraan perorangan dincs kepada Gubernur dan Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan oleli “*ubernur.

(2) Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

(3) Penghapusan dari Daftar Invenaris ditetapkan dengan Kepu'usan Gubernur setelah harga penjualan
atau sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.

(4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tabun.

{3) Pelunasan penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan paling fambat | tahun,

Pasal 38

(1) Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dima:sud dalam Pasal 56 sebelum dilunasi, Kendaraan
tersebut masih tetap milik Pen.erintah Daerah den tidak dapat dipindah tangankan.

(2) Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan musih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya
perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pembeli.

(3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi ke ajibannya sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),
sesuai dengan waktu yang telah ditentukai. dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan
dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Tata cara penjualan kendaraan dinas perorangan. kerdaraan dinas operasional dan kendaraan dinas
operasional Khusus/lapangan sebagaimana dimaksud lalam i"asal 53 diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Gubernur.

Bagian Kodua
Penjua’an R..mah Dinas

Pasal 60

(1) Gubernur menetapkan penggunaan rumah miiik Daerah dengan memperhatikan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku tentang pernbahan/penetapan status rumah-rumah negara sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang brr.aku.

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. Rumah dinas Daerah Solongan 1 (Rumab labatan).
b. Rumah dinas Daeral Golongan 11 (Rumah Instansi}.
¢. Rumah dinas Daerah Golongan 1 (Perumahan Pegiwai).

Pasal 61

(1) Rumah Dinas Daeral Golongan | yang sudah tidal sesuai dengan fungsinya akibat adanya
perubahan struktur orzanisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain dapt diubah statusnya menjadi
rumah dinas daerah golongan II. ’
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(2} Rumah Dinas Daerah Golongan 11 dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I,
kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran.

(3) Rumah Dinas Daerah Golongan [ dapat diubah statusnya menjadi rumah golongan | untuk
memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pesal 62

(1} Rumah Daerah yang dapat dijual belikan adalal::
a. Rumah Daerah Golongan Il yang telah divbah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan
I1;
b. Rumah Daerah Golongan [1I yang telah berumu. ' (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual atau
disewa belikan kepada Pegawai.

(2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sehaga.nana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
nomor 40 Tahun 1994, sndah mempunyai mesa kerja 10 (sepuluh) rahun atau lebih dan belum pernah

membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapin cari Pemerintah Daerah.

(3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah per:zauni pemegang Surat Izin Penghunian {SIP) yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.

(5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk
perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus dinvoses tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Penjualan rumah milik daerah merperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan denzau Keputusan Gubernur.

Pasal 63

(1) Harga Rumah Dinas Daerah golongan Jil beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkar, harga taksiran dan penilaian vang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk
dengan Keputusan Gubernur.

(2) Pelaksanaan penjualan atau sewa beli Rumah Daerai golongan I ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 64
(13 Pelunasan harga penjualan rumih dilaksanakan paling ~mba. 10 (sepuluh) tahun.
(2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan H milik Daeiah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

(3) Pelepasan hak alas tanah dan penghapusan dari Daltar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur setelah harga penjualan atau sewa beli atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

(4) Tata cara penjualan rumah dinas golongan 111 sebagaimana dimaksud daflam pasal 64 diatur dengan
Peraturan Gubernur.



Bagian Ket'ga
Pelepasan Hak Atas Tanau dan atau Bangunan

Pasal 63

(1) Setiap pemindah tanganan yang bertujuan untuk penzalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau
bangunan vang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat
diproses dengan pertimbangan menguntungkan Peiniintah Daerah dengan cara:

a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi /d.jnal):
b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruis'ayg dan/ntau tukar guling:

(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaima.a dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Perhitungan perkiraan n:ai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
nitas obyek pajak dan harga pasaran umum sctempat.

(4) Nilai vanti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai taksiran
yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk der gan Keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), avat (3), dan ayat (5) tidak berlaku bagi
pefepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah gelongan [11 di atas tanah dimaksud.

(6) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRL.

Bagian Keempat
Tukar menukar

Pasal 66

(1) Tukar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
4. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerall,
b. Antar Pemerintah Daerah:
¢. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerinatah lainnya;
d. Swasta.

(2) Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakaa dengan pertimbangan:
2. Untuk memenuhi kebutuhan operasional Peny :lenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. Untuk optimalkan barang milik Daerah; dan
c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapaién dan Belanja Daerah. (APBD)

Pa<al 67

(1) Tukar menukar barang milik Daerah dapat berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang telah disecahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Dacrah

melalui Pengelola:

b, Tanah dan/atau bangunan vang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pengguna tetapi tidak sesuat dengar tata rueng wilayah atau penataan kota;

¢. RBarang milik Daerah sefain tanah dan/atau bang.r ar..

{2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ailaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat
persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya
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Pasal 68

Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksu . dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b,
dilaksanakan dengan keteniuan sebagai berikut :

a.

b.

(1

(2)

(1)

Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan
atau pertimbangan dun kelengkapan data;

Gubernur melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, meneliti dan mengkaji alasan atau
pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berliku, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui dan menetaplan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanaliar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 66 ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRD:

Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berp.:doman pada persetujuan Gubernur;

Pelaksanaan serah terima baraig vang dilepas den barcng pengganti harus dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Barang.

Pasal 69

Tukar menukar barang milik Daerah sebagarmana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf ¢

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai dengan alasan dan
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil p:ngkajian Tim intern instansi pengguna barang,

b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan ata'r pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau
bangunan dari aspek tekuis, ekonomis dan yuridis;

¢. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan y ang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola.

¢. Pelaksanaan serah terima barang dituangk in dalam Berita Serah Terima Barang,

Tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetaphan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

Bigian Kelima
Hilkah
P:sal 70

Hibah barang milik Daerah dapat dilakukan denga.- n.rtimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan,
kemanusiaan dan Penyelenggaraan Pemerintehan Daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), h. us 1n2menuhi syarat sebagai berikut:

(M

a. Bukan merupakan barang rahasia Negara atau Dacrah;
b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajai hidup orang banyak;
c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan *ugas pokok dan fungsi dalam fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Pasal 71

Hibah barang milik Caerah berupa:



(2)

(1

(2)

{h

(1

2)

(3)

4 Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

kepada Gubernur;
b. Tanah dan/atau bingunan vang dari awal pengadacz.anya direncanakan untuk dihibahkan atau

untuk kepentingan amuim:

¢ Selain tanah dan/atau bangunan vang telah diserankan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah kepada Gubernur:

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dilakukan oleh
Pengelola setelah mendapnt persctujuan Gubernur.

Pelaksanaan hibah sebasaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna
setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Pasal 72

Hibah scbagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dengan nilai Rp.
5 000.060.000.- (lima milyar), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Tata cara hibah lebih lanjut sebagaimana dimeksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pecraturan
Gubernur.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Percerintah Daerah
Pasal 73

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas ba-ang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang
dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.

Barang milik daerah yang dijadikan sebagai | enyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendanar persetujuan DPRD.

Penyertaan modal Pemerintah Dacrah ditetapkan dengaa Peraturan Daerah.

BAB XIT
PENATAT SAHAAN
Baaian Pertama
Pembukuvran
Pasai 74
Kuasa Pengguna barang/pengguna barang melrkukan pendaftaran barang milik daerah kedalam
Daftar Barang Pengguna (DBP) rtau Daftar DGarapg Kuasa Pengguna (DBKP) menurut

penggolongan dan kode fikasi barang.

Pengelola danfatau Pejabat yaug ditunjuk menghin pun pencatatan Barang Milik Daerah dalam
Daftar Barang Milik Daerah menurut pénggolongan barang dan kodefikasi barang.

Penggolongan dan kcdefikasi Barang Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
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Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 75

(1) Pengeloia dan Pengguna melaksanakan Sensus Sarang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali
untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku [nduk inventarisasi beserta rekapitulasi Barang Milik

Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadar Barang Milik Dacrah yang berupa Persediaan dan
Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pengguna Barar ; melakukan inventarisasi setiap tahun.

(3} Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) kepada Pengelola, selambat-lambatrya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 76

(1) Barang Daerah yang dijadikan sebagai penyerteun medal Daerah yang diserahkan kepada Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau kepada pihak ketiza diterapkan dengan Keputusan Gubernur setelah

mendapat persetuiuan DPRD.

(2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim
Penilai Internal dan/atau dapat dilakukan olch ".cmbaga Independen yang bersertifikat di bidang

penilaian aset.

(1) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tin Penilai Internal dan/atau Lembaga Independen
bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Bagiun “etiza
Pelapuran
Pasal 77
(1) Pengguna atau kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
(2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola.

(3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksuu pada ayat (2} menjadi laporan barang milik
Dacrah (LBMD).

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGA’WASAN
Pasal 78

(1) Pembinaan terhadap tertib pelal.sanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan »ang berlaku.

(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Gubernur dalam
hal ini dilaksanakan oleh Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum, Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-untlangan yvang berlaku.



(3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang Daerdh dilakukan oleh Gubernur.

(4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB X1V
PEMBI\ VAAN
Pasal 79

(1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daeiah. disediakan biaya operasional yang dibebankan
pada APBD.

(2) Pengelolaan barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diverikan biaya
upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan
dengan Keputusan Gubrnur.

(3) Penyimpan barang, pcngurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas dengan
memperhatikan kemapuan keuangan Daerah diberikan tunjangan insentif besarnya ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI BARANG

Pasal 80

(1) Penyimpan barang yany lalai melaksanakan kewujibannya yang mengakibatkan kekurangan
perbendaharaan dikenakain tun utan perbendaharaan,

(2) Pengurus barang vang lalai dan¢:au mengakibatkan keruzian bagi Daerah dikenakan tuntutan ganti

rugi.

(3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Penyimpan barang atau bendaharawan
barang lalai membuat perhitungan, yang telah dberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1
(satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa.

{(4) Dalam ha! Bendaharawan harang meninggal. me.arikan diri dan/atau berada dibawah pengampuan,

"

lalai membuat perhitungan yang telah diberikan wguran 3 (tiga) kalt berturut-turut dalam | (satu)
bulan belum juga menyampaikan perhitungan dikcnakan Tuntutan Pengamanan Barang Daerah.

(3) Ketentuan mengenai tuntutan Perbendaharaan dai Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada
avat (1), ayat (2), ayat (3) dan nyat (4) ditetapkar dengan Keputusan CGiubernur.
BAE XVI
SENGKETA BARANG DAERAH
Pu.sal 81

(1) Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang “ersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara
musyawarah dan mufakat oleh Unit Kerj&/Satvan Kerj1 aiau Pejabat yang ditunjuk.
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(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarith dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

(3) Penyelesaian melalui jalur Pengadilan sebagaimana dim:ksud pada ayat (2), dilaksankana oleh Biro
Hukum dan/atau Pengacara yang ditunjuk.

(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bersumber
dari APBD.

(5) Tata cara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 82

(1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda atau ganti kerugian.

(2) Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melak-anakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi pembatalan perjanjian Jan/atau pembatalan perjanjian dan/atau pembatalan
penyertaan modal.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 83
(N Pelan.ggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2)
dikenakan tambahan sanksi Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

5.000.000,- (lima juta).

(2) Selain ketentuan Pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa
penegakan hukum sebagian atau seluruhnya.

(3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

BAB XI1X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maks Peratu-ar-peraturan yang mengatur pengelolaan barang
Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pa:al 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 86
Peraturan Daerah ini muliai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pongundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lemn.baran Daerah Provinsi Kalimantun Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Maret 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR. 02

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Proy. Kaltim,

AN
g T4

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat |
Nip. 550 011 071




PENJLLASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH FROVINST KFALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 Tai{JN 2008
TE..TANG
PENGELOLAAN FARANG MILIK DAERAH

1. PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tangg.r; jawab roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur
setiap tahunnya terus meningkat baik dala-n penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 “ahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yarg terkoordinasi serta terpadu mengenai
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantain Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh
dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan
publik serta kesejahteraan masyarakat.

Barang miiik Daerah merupakan kekayaan atau aszt Daerah yang harus dikelola dengan baik agar
dapat memberikan arti can manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang
besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus

dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang milik Pemerinteh Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada
Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentarg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Keputusan Menteri Nomor 1. Tal un 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain
ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalinantan Timur tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah diatur juge mengenai pengelclaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur
namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diperlukan
sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan asset Daerah,

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum
vang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang M:ik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas -
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jeias 4
Angka 7
Cukup jelas



Angka 8

Cukup jelas
Angka 9

Cukup jelas
Angka 10

Cukup jelas
Angka 11

Cukup jelas
Angka 12

Cukup jelas
Angka 13

Cukup jelas
Angka 14

Cukup jelas
Angka 15

Cukup jelas
Angka 16

Cukup jelas
Angka 17

Cukup jelas
Angka 18

Cukup jelas
Angka 19

Cukup jelas
Angka 20

Cukup jelas
Angka 21

Cukup jelas
Angka 22

Cukup jelas
Angka 23

Cukup jelas
Angka 24 :
Cukup jelas
Angka 25

Cukup jelas
Angka 26

Cukup jelas
Angka 27

Cukup jelas
Angka 28

Cukup jelas
Angka 29

Cukup jelas
Angka 30

Cukup jelas
Angka 31

Cukup jelas

Angka 32
Rumah Daerah adalah rumah milik daeran yang terdiri dari Rumah Daerah Golongan i yaitu

yang disediakan untuk ditempati oleh r emegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan
sifat dinas dan jabatannya (Rumah _atatan); Rumah Daerah Golongan II yaitu yang tidak
boleh dipindahtangankan dari suatu Oinas ke Dinas yang lain dan hanya disediakan untuk
ditempati oleh pegawai dari Dinus yang e sangkutan (Rumah Instansi} dan Rumah Daerah
Golongan III yaitu rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai
negeri, dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II. Rumah Daerah
golongan III dapat dijual/disewabelikan kenada pegawai
Angka 33
Cukup jelas

Angka 34
Perencanaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyusunan kebutuhan Barang Daerah

dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan
Barang Daernh (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Femeliharaan Barang Daerah (RKPBD)
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Angka 35

Cukup Jelas
Angka 36

Cukup Jelas
Angka 37

Cukup Jelas
Angka 38

Cukup Jelas
Angka 39

Cukup Jelas
Angka 40

Cukup Jelas
Angka 41

Cukup Jelas
Angka 42

Cukup Jelas
Angka 43

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Akuntabilitas berarti harus mencapai sasarar baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi

kelancaran tugas umum pemerintahan Gaitr pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku da'am pegelolaan Barang Daerah

Huruf ¢
Cukup jelas

Pasal 4 :
Barang Pemerintah yang dimaksud adzlah [.rang Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Barang

Negara adalah barang yang dimiliki dan dik 13sai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban APBN dan
perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturannya dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 5

Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal &6

Ayat (1)
Gubernur setagai Pemegang Kekuasaan Barzng Daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah
Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya
penerimaan dan pengeluaran barang Daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang
Daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelv'aan Barang Daerah

Ayat (2) .
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7) .
Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Standarisasi Bacang Daerah adaiah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta
kualitasnya. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan
kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi. Standarisasi Harga adalah
patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode
tertentu

Ayat {2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal &
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Avat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasai 13

Avyat (1)

Cukup jelas
Ayat (2}

Cukup jelas
Ayat (3) -

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Avat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas
Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal i4
Cukup jelas



Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Penerimaan kewajiban dalam bentuk bararg dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kus=2pakatan penyelesaian kewajiban {perjanjian), hal
ini wajib diserahkan kepada Gubernur

Penerimaan kewajipan dalam bentuk rarang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan perjanjian kerjasama misaiwya ~ulam bentuk Bangun Guna Serah {BGS), Bangun
Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat {1)

Cukup jelas
Ayat {2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat {3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) .
Penyewaan adalah penyerahan hak pengelclaan Barang Daerah kepada Pihak Ketiga untuk
jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa rienyewa dengan menerima pembayaran uang
sewa baik sekalicus atau secara berkala

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas -

Avat (7)
Cukup jelas

Ayat (8}
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Pinjam pakai barang milik daerah hanye dilakukan antar pemerintah, baik pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat atau antar pem e intah daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas v



Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Biaya persiapan yang tidak dibebankan pad: APBD yaitu biaya penyusunan MOU/perjanjian.
Sedangkan untuk bizya pengumuman di surat kabar, biaya pengkajian, biaya tim
penilai/konsultan penilai, dan lain sebagainya dibebankan pada APBD

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas -
Ayat (3}

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Avat (7)

Cukup jelas
Avyat (8)

Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas .

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Upaya hukurn adalah upaya hukum dari perrerintah Daerah terhadap pengamanan barang
daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim
atau gucatan atau penyerobotan, penghunicn liar atau tindakan melawan hukum lainnya
terhadap kepemilikan/penguasaan barang milik Daerah oleh pihak lain



Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat {3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Pengasuransian Barang Daerah disesuaikan der.gan reperluan dan kemampuan keuangan Daerah.
Barang Daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunya resiko
tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang rumanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung

lama.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup ielas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Barang bersejarah yar ¢ telah ditetapkan cengan Keputusan Gubernur sebagai milik daerah,
wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang
bersejarah
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber lainnyz yang sah adatah bantuan dari Pemerintah Pusat,
kompensasi atau partisipasi/bantuan lainrya yang tidak mengikat



Pasal 45

Ayat (1)

Pasal 46

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 47

9

Penilaian adalah proses pekerjaan sesecrang per ilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas
nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap karar.g Daerah sesuai Standar Penilaian yang ditetapkan
oleh lembaga yang berkompeten.Barang milk Daerah yang dinilai adalah barang milik/dikuasai

Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai

Pasal 48

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 49

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2}

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 50

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 51

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat {2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 52

Cukup jelas

Ayat (1)
yang dimaksud berlebih adalah barar g-barang yang tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan

Unit Kerja/Satuan Kerja;

Yang dimaksud dapat dihapus dari Jaftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti
depresiasi) yang sesuai dengan kaidzh / standar akuntansi barang yang berlaku;
Yang dimaksud karena sebab-sebab 'ain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar,

susut, menguap, mencair.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas
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Pasal 53
Ayat (1) .
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Yang dimaksud Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh
Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Feoala Daerah). Dan Kendaraan Dinas Qperasional
adalah kencarain yaag dipergunakan oleh Pejatat Daerah dan kendaraan yang dipergunakan
dalam menunjang kegitan penyelenggaraar ;;2mer ntahan

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Pengertian dapat dijual, bukan diartikar- harus bisa tetapi bisa ya atau tidak tergantung pada
kesediaan kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun tarhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan

Gubernur
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal S8
Avat (1}
Cukup jelas
Ayat (2) -
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Gubernur menetapkan penggolongan rumah dan menetapkan peruntukan atas penempatan
rumah tersebut
Ayat {2)
Cukup jetas



Pasai 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat {4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jeias

Pasal 64
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) .
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jetas

Ayat (3)
Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset dalam bentuk uang nilai lebih
besar dari harga penaksiran, dan jika dalain bentuk barang harus merupakan fasilitas yang
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan ma: yarakat

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5) -
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasai 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Persetujuan Gubernur dengan memperhatikan
kepentingan sosial, keagamaan, lLermanusiaan dan dalam mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan dengan syarat-syarat: bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia, bukan
merupakan barang penting daerah, buxan harang yang merupakan barang yang menguasai
hajat hidup orang banyak, tidak dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu
tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1}
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) '
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)

n data barang inventaris yéng ada dan dilaksanakan oleh

Buku Inventaris adalah berisi catata
Unit Kerja / Satuan Kerja, seda

ngkan Buku [ncuk Inventaris adalah himpunan Buku Inventaris

Unit Kerja / Satuan Kerja yang dissun olzh Biro Perlengkapan dan berlaku untuk masa 5
(lima) tahun. Daftar Rekapitulesi yaitu Daflar Inventaris yang disusun oleh Sekretaris Daerah
selaku Pengelola Barang Daerah dengan me pergunakan bahan berasal dari data Buku Induk

Inventaris



Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1}
Cukup jelas
Avyat (2}
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Penyelesaian sengketa aset antara mzsyaral:at dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi
ditakukan oleh Biro Hukum dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan Barang
Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum profesional didasarkan kepada
pertimbangan efisiensi, efektivitas, dar sesua: dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui
Surat Kuasa dari Gubernur.

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas
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